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PERA TUMAN DAERA KABUPATEN MELA WI 
NOMOR 8 TAHUN 2005 

TENTANG 

RETIUISNI PELA YANAN PASAR 

DENGAN RAIHMAT TUMAN YANG MAHA ESA 

BUA'TI MELA WI, 

a. bahwa, berdusurkun pasal I8 uyat (2) huruf au Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubuhun Atus Undang-undang 
Nomor I8 Tahun 1997 tentang Pajak Dueruh dan Retribusi 
Daerah, mak Retribui leluyanan l'ear merupal jenis 
retribui Luerah ubupaten; 

b. bahw untuk pemgutan retribusi bagamuna dimaloud puda 
huruf a di atas per lu diutur dengan perturun Daerah nbputen 
Melawi. 

I. Undang-thndang Noor 8 Tubun 19! tentang Huk Acuna 
lidana (Lemburun Negara Republik Indonesia Tahu I98 
Nor 76, Tambuhun Lemburun Negara Republik Indonesia 
Nor 209; 

2. Lndang-lhndang Nonu 14 [uhun 200 tentang Perubuhan tns 
Undang-hndang Nomor I8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dun Retribusi Dueruh (Lembarun Neguru Republik ludonesia 
Tulun 2000 Nomor 246, 'Tambahun Lemburun Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 149, Tambahuan Lemburan Negara Republik 
Indonesia Nomor 4344); 

$. Ullang-dang Noor I Tahun 2004 tentang Perbendaharan 
Neguru (Lcmburun Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Noor 5, Tambuluan Lemburun Negara Republik Indonesia 
Nome 4355); 

6. Undung-Undang Nomor I0 Tuhun 2004 tentang embentukan 
lerturn l'erunlang-undawan (Lcmbarun Negara Republik 
Indonesia Tubun 2004 Not S3, Tarn.bahan Lem.bear Negara 
Republik Indonesia Noor 4349 

7. Lndang-undang 
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• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tntang Perhbungan 
Keuangan Antara Pemerintuh Pusat dan Daerah (Lnbarm 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tunbuhun 
Lemburun Negara Republik Indonesia Namer 4438); 

9. Peraturan Pennerintuh Noor 27 [ulun 1983 tenting 
Pelak wan lndan-dang Noor M Tahun 198I entang 
lulu Acuna Piduna (Lemburun Nagura Republik ludoneiu 
Tahu I9 Noor , Tambuhun Lemburn Negara Republik 
Indonesia Noor 121), 

[0, Peratuan l'emetintuh Nomor 66» Tahun 2604 tentang 4etnibusi 
Daerah (Lcmburn Negara Republik Indonesia Tah 200l 
Non 11, Tubuhan Lemburun Negaru Republik lone»ia 
Nono 419; 

Dengun Peretujun eram 

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KAIUPATEN MELA WI 

BUPATI MELA WI 

MEMU'TUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG 
RETRIBUSI PELA YANAN PASAR 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

lusal I 

Dulan l'ertutan Dueruh ini yang dimuk sud dengan' 

I Daerah adaluh Kubuputen Melawi; 

2 Pemerintah Dueruhr audalah Penerintuh Kubuputen Meluwi; 

Bupati adalah Dupati Melawi, 

2 
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eribsd Dacraht tut dengan 

er terte it da trdiri atus hualamun/ pelatun, bungunan 
lo dall d bent al lay yang dike lola oleh lemerinth ueruh dan 

fad. stool pel aw. 
6 Lo adalah beangunan tetap dilingk ungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa 

dilengkapi din.ding; 

Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan 
dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk 
usaha berjualan; 

Retribusi jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan; 

9 Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adaluah pembayaran atus penyediaan 
pi hitas pasar trudisional / sederhana yang berpa huluman / pelaturun los dan utuu kios yang 
dikelola Pemerintah Daeruh, dan khususs disediakun untuk pelagang tidak termusk yang 
dikelola oleh Perusahuan Daerah( D) lusf; 

0. Wajib Retribusi dalah orang pribudi tat budun yang menrut Peraturun lerundang- 
undangan retribusi Dueruh diwujibka untk mclak ukun pem bu yurun retribusl Dueruh; 

It Musa Retribusi adalah jaghat wk tu tertentu yang crupukan butas waktu bagi wjib 
retribusi untuk meunfaatkun jasa pela yuan pusilitus pussar ; 

I2 Surat Ktetapan Retribusi Duerah, yang lanjutnyu dapuat disingkut SKRD, udalah surat 
leputursan yang meentukan bearnya jumlah retribusi yang terutang; 

Ii. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang slanjutnya dapat disingkut ST'RD, udaluh surat untuk 
melak ukan tagihun retribusi dun atuu sunk.sf administrusi berupa bunga dan atun lend, 

4. ladan adalah suutu bentuk buadan uaha yang meliputi Perseroun Terbufs, l'eenoun 
omaniter, lerseroan lainnya,lalan aha milik Negara atuu Duruh dengn au la 
dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perk.umpulan, Firms, Kongsi, Koperasl, Yayu ta 
organisasi yang scjenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usahu etup serta hentok usu 
lainnya; 

$ Pemeriksaan adalah serangkaiun keitan ntuk mencari, mngumpulk.an, dan mengolah data 
dan atau keterangan lainnya lalam rang penguowsun kcpat ulun pemenhun kewajibun 
retribusi berdasark.an peruturn prong- wdngun lRetribu Lueruh; 

f lenyidikan tindak pidana hi bidang retnbnsi Lhueruh dalah erangkaian tindakan yang 
dilake ukan oleh enyidik legawi Negeri iipil yang elanjutnya dapat die but Penyidik, 
untul mencari serta mengoplk.an bukti yang lengan bukti ltu membuat teng tinlok 
pidana dibidang Retribusi Lhaerah yang ferali erta nck fonngkanyi 

7kKa Daerah adalah Kus Daeah Kabuputen Meluwi 

AB I... 



AMA, OYEK DAN 
SUB YEK RETRIBUSL 

De 1 aa Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan pasilitas pasar 
n di meal/ sederhaa yang berupa halaman / pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh 
Peenerintah Deerah, dan khusus disediakan untuk pedagang­ 

(l) byel Retribusi adalah pelayanan pusilitus pusuar trudisional / sederhana berupu hualaman 
platarn, loss den artau kios yang k husus discdiuk an untuk pdagang­ 

(2 Tidal termasulk obyel retribusi adalah pelyanan penyediaan pasilitas pasar Yung dimiliki 
dan atau dikelola olch pihulk sowasta mapun lerusuhuun Ducruh dun Badan lsaha Milik 
Negara.. 

luul 

Subyel Retribusi adalah orang pribadi atau budun yang mcnggunakan pelayanan penyediuan 
poi ita pasoar 

AI II 

GOL.NGAN RETRIBUSI 

Pusal 5 

nb Pelayanan Pasar digolongkan sebugui Retribusi Jusu umun. 

IA1IV 

(AKA MENGUIKUR TINOKA'T 
PENGGtNAAN JANA 

luul 6 la. Peng.gunaan jurs diukur berdusark.an luus, jenis temput dun klur pusar yang llunakun 

AI V 

INSIP DAN SASARAN DAL.AM 
ENETAPAN STRUK'TUR DAN 

ESARNYA TARI 

Puul 7 

ip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk 
tap biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan pasilitas pasar dengan 
pertimbangkan kemampuan mas yarauk at, dan apek keadilan. 

brya sebagaimana dimak.sud pada ayat (I) pasal ini meliputi biaya operasional dan 
pre hihara.an 

BAB VI... 



I TN,TIM DAN IE-SARNYA ARIF 

(I)Struktur tarif digolongkn bendasathan pen psi itaus yang tendiri utus halanan / peltarn, 
los dun atau kios, lua lolkai, dan jangka wk tu peak iun. 

(2Loki sehogaaa dial l polo ayat (I) pussal ini ignaka untuk menntukn ke has 
pus. 

(l) Kelas pasar scbagaimana dial sud puda uyat (2) pal ini ditetupkun oleh Buputl. 

(4) Struktur dan besarya tarif ditetapkun sebugut berikut; 

. 
lndikasi Jenis Bangunan Luas Tarif 

Pasar Kelas a.Pasar Los 
- permanent I mx 1,55 Rp. 1.000 / hari 
. Permann I mx 1,20 Rp. 700/ hari 

b. Pasar Kios 
- Permanen . Rp. 2.000/ hari 
- Semi nermanen . Ro. 1.000/ hari 

AI VII 

WIL.AYAH EMUNGU'TAN 

lusal 

(l Retribusi dipungut diwiluyuh Kabuputen Melawi. 
(2) Retribussi yang terutang dipungut di Dueruh temput playanun diberikaun 

AI VII 

IA YA ERASIONAL 

lusal I0 

(l)Kepada Instansi pengclola dun pembuntu diberikan biayau operusional 5 %lari sclurult 
penerimuun yang teluah disetorkn ke kus daeruh 

(2) Tutu car permintuan pembuayurn biaya operasional dimaksud puda ayut (l) purl ini 
dilak ukan berdasark.an perauturn perundang- undangan yang berlaku. 

AB IX 

MASA RETRIDUSI DAN SAAT 
RETRIBIST TERUTANG 

l'us IH 

Massa Retribusi adaluhr jangk.a wk tn yang luayu l (st) hurl ala ditetupk an lain oleh luputi; 

ll12 .• 

• 



S let ler ad pet ditctapl.annya SKRD atau dokumen lain yang 

AI X 

ATACAMA PEMUNGUTAN 

usal 1J 

(I) Pemungutan retribusi tidak daput diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan mengunukun SKRD atuu dokumen luin yang dipenumakan, dun 
SKRDRT 

AI XL 

SANKSNI ADMINISTHASL 

ual 14 

Dalam ha Wajib Retribusi tidal membuyur tepat pala wuktunya tau kurang membayar 
dikenakan sank.si administrasi berupa bunga chesar 2 % (duu pren) etiap bulan dari retribusi 
erutang atau kurang dibayar dun ditagih dengan mnenggnukun TRI, 

AI XII 

TATA CARA PEMBA YARAN 

lusul LS 

(l) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi sclambat-lambatnya IS (lima belas) hari sejak diterbitkannya 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, temput pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan 
bupati. 

AI XIII 

TATA CARA PENAGIHAN 

• 

usual I6 

(I) Pengeluaran Surat Tegurun / eringatan / Surat luin 
pelak sunuun penagthan retribusi dikeluurkan sctelah T 
pembayfan 

yang sejenis sebagai uwal tindakan 
(tujuh ) hari sejuk juatuh tempo 

(2) Dulan jangka wuktu 7 ( tujuh ) huari setelah tang.gal surat tegurun / peringatan/ surat lain 
yang scjenis, Wajib Retribusi hurus melunai retribusi yang terutang. 

() Surat Tegurun / leringatan utau surut lainnya scbagairmana dimak.sud pada ayat (I) pasal ini 
dilukukan oleh lejubut yang ditunjul 

AI XIV ... 



I - 
48 XIV 

ENOUAA. KERINGANAN DAN 
MN ASAN RETRIBUSI 

lual IT 

berilan pgwrwga,kernganan, dun pembbusun retribusl. 

.lerwganan, den pemhe ban sc bagamuna dimuk.sud pada ayat (l) puasal inf 
an mcmperhat lo an kemampan Wajih Retribui. 

.Ga Car pengurwngan, keringaan don pembe ban retribul ditetapkan uleh leraturan 
bupoi 

' AXV 

KEDALIWARSA PENAGIHAN 

las I 

I)llal untul mnelak ukan penaghun retribusi kedaluwans seteluh melampaur Jangka waktu l 
(tiga) tahun terhitung ecjauk suat terutangnya retribusi, kccuuli apabila Wajib Retribusi 
me lak uk an tindak pidana di bidang retribusi, 

2Kedaluwarsa penagihan retribusi scbagaimana dimak sud pada ayat (I) tertangguh apabila: 

%diterbitkan Surat Teguran atau; 
ada pengakuan tang retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak 
langsung- 

BAI XVI 

PENYIIKAN 

., , • 
Pusal I9 

legawi Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintuh Daerah diberi wewcnang 
ebgui penyidik untuk melukukun penyidikan tindak pidana di bidang retribusi 

ccnang Penyidile sebagaimana dimuloud pudu uyat (I) Peruturun Daeruh ini udalah; 

.enerima, mencari dan engumpulkun dan meneliti kcterungan atau laporan berkenaan 
ngan tinduk pidana dibidang Retribusi Daeruh agar kcterungan atau luporan terse but 
me jadi lengkap dan jelu. 

lmeneliti,meneari dan mengumpulkan kcterangan mengcnar orang pribudi atau badan 
entang kebenarun perbuutan yang dilukukan schubungan dengan tindak pidana dibidang 
etnibusi daerah terse but. 

meminta kcterungan dun buhun bukti dari orang pribadi tau balun schbngan henga 
tidal pidana dibidang retribusi dueruh, 

demeriksa uku buku, Cututun catatan dan Dok umen dok umen lain berkeuun 
dngan tindak Pidana dibidang Retribussi Dacrah 



• lad al. peledahunt wntuk mendaptk.an balun buk ti pembukuan, pwnctutan dun 
- dol umen lain erta meauk uk an penyidikan terhadap buhun bukt/ terse but. 

f bantuan tenaga ahli dalam rungka pelukunun fugue penyidikan tindak pidunu 
hbd mg retribusi daerah 

eryuruh berhenti dan ala me larung corung meningalkun rang at empat pad 
peril.aan sedang her langsung dun memeriku identitus orang atau lokten yang 
dihew sebeagamana dirk sud huruf e, 

h memotnet scorang yang berkai tun den gan tindak lidanu Retribui Daerah 

mevanggil sescorang yang berkituun dengan tinduk pidunu dibidang Retribui Duerah. 
' 

j menghentikan penyidikun 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 
Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan 

) ()Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampuaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

BAB XVII 

KETENTUAN PIDANA 

Pusal 20 

lb Retribusi yang tidak melaksunakun kewujibun sehingga mcrugikan kcuungan daerah 
n pidana kurungan puling lama 6 ( ennm ) bulun atuu denda paling banyuk 4 ( empat ) 

la jlah retribusi terutang. 

id pidana yang dimuksud pada ayat (I) pusul ini udalah pelanggaran. 

AI XVII 

KETENTUAN PENU'TUP 

P'usual 21 

lerlak unya leraturan Duerah ini muka segala ketentuun dan ltutun yang 
dengan Peraturan Dueruh ini dinyatakun tidak berlaku 

asal 22 

id yang belum cukup diutur dalum Peruturan Daerah ini, epunjung mengenu pelaksanuun 
r le bi.h lanjut dcngan lerturun upti 

lul21.. 



Pusal 23 

Peratran Daerah lni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. 

' 

Diundangkan di Nanga linoh 
era, 206 

AERA! KABUPATEN MELA WI, 

TIN LUTHER. D 

Ditetupkun di Nanga Pinoh 
l 20 Dolour 2005 

TI MELA WI, 

LEMBAKAN DAERAH KABUATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR 5 



PENJELASAN 

NT'ASN 

PERATURAN DAE&AI! KAIIUIATEN MELA WI 
NOMOR { 'TAIUIN 200S 

TEN TAN( 

RETINISNI PELA YANAN PAAR 

ENIEL ASAN UMUIM 
' 

Dengan berlal unya Undang-dung Nomar 4 'Tahun 2000 tentung Perubalun atne 
Undang-undang Nomor I8 Tahun 1997 tentung Pajak Daeruh dun Retribusi dneruh 
d Undang-undang Nomor 4 Tuhun 2001 tentung lembentukun Kabupaten Melwi 
d Kabupaten Sekadau di propinsi Kalinantan lurat, pujauk daeruh dan retribusi 
derah ditetapkan dengan perturan dacrah. 

Dlam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan 
bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang 
bersumber dari Pendapatan asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah 
hors dikelola lebih bertanggang jawab, disamping itu lebih meningkatnya 
pertumbuhan pembangunan didaerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun 
elielei fitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu 
jenis pelayanan kepada masyarakat. 

titan dengan perihual terscbut sualuh sat sumber kcuangan yang dapat digali oleh 
eerintah Daerah adalah Retribusi Pelayanan Pusar karena itu Pemerintah 

paten Melawi menstapkun peraturan Dueruh tcntang Retribusi Pelayanan asar 
rangka menggali umber-sumber pcndaputan dacruh guna menunjang 

i gunan. 

ASAN PASAL DEMI PASAL 

pasal demi pasal dianggap tidauk perlu karena suduh cukup jlas. 

d AMAN LEMBARAN DAERAIH KABUPATEN MELA WI NOMOR (J 

I 
' 


